BUPATI KAPUAS HULU CoE
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
. NOMOR 6 TAHUN 2022
S TENTANG
R PEDOMAN PENGELOLAAN BENIH TANAMAN
| PRODUKSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN, PEMBIBITAN |
;;fDAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
| - KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA_HA ESA

e BUPATI KAPUAS HULU, -

i Ménirnbang'.: a. bahwa dalam rangka pemngkatan pelaya.nanr
Lren T kepada masyarakat dalam hal pemenuhan benih

| tanaman  yang unggul, maka Pemenntah' -
e __-_::Kabupaten Kapuas Hulu melalui Unit Pelaksana
| _. Teknis- Perbemhan, Pemblbltan dan Kesehatan

Hewan pada Dmas Pertaman dan Pangan

N 'menyelenggarakan pro_duk31 benih tanaman,

b, bahwa peﬁyediaan dan prodﬁksi benih tanaman
sebagalmana maksud dalam huruf a diatas
dllakukan sebaga1 salah™ satu upaya untuk
. rnenmgkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD)‘

_ melalul pen_]ualan benih tanaman,

3 c . bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana_

L 'dxmaksud dalam huruf a - dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupat1 tentang - pedoman

| Pengelolaan Bemh Tanaman Produkasi  Unit
i ] Pelaksana ’I‘ekms Perbenlhan Pemblbltan dan

_Kesehatan Hewan pada Dlnas Pertanian dan

o




._Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3 L

O -_;5 "Pangan Kabupaten Kapuas I-Iulu tersebut dengan o

e N Peraturan Bupatl L

Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang__ _

':Tahun 1953 tentang Pembentukan -Daerah

L Tlngkat II d1 Kahmantan (Lembar Negara Repubhkf R
___-Indone31a Tahun 1953 Nomor 9) sebaga1 Undang- S
'33;‘Undang (Lembar Negara Repubhk Indonema-_ |
L Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara..__ o
1‘5__.5:-Repubhk Indonesm Nomor 1820), b : '_ |
Undang-Undang Nomor 29 Tahuh 2000 tentang_-:'
_-'Perhndungan Vanetas Tanaman (Lembaran_:"_'
-.'f'.g_"Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2000 Nomor =~
 :'=3 241, Tambahan Lembaran Negara Repubhk::__'j
- =Z'l-Indt:nnesmt Nomor , 4043) ':_ sebagalmana telah.

it :_;_:'..'dlubah dengan Undang-Undang Nomor 11: Tahun_:;j;*-

"..:':_._2020 tentang Clpta Kerja (Lernbaran Negara

- :'Republlk Indonesna Tahun 2020 Nomor 245
".Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a ,. ) ' _ |
-.i.-;Nomor6573) ST S )
.-':.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
 Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran':__'
l_:iNegara Repubhk Indones.1a Tahun 2009 Nomor -
".;130 Tambahan Lembaran Negara Repubhk"_;"'.'
Indones1a Nomor 5049], sebaga1mana telah - o
dlubah dengan Undang—Undang Nomor 1 1 ’I‘ahun'_.._ e
_':-_'-;2020 tentang Clpta Kelj]a (Lembaran Negara'_-_.:
'_'.:Repubhk Indone31a Tahun 2020 Nomor 245, f
.;":.'Tambahan Lemba_ran Negara Republlk Indonesza:
::':"jNomor 6573], e - '
i __'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang_ o
o ’___::.'Hortlkultura (Lembaran Negara ‘Republik .
. Indonesia Ta.hun 2010 Nomor 132, Tambahan'f

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor'_ ot

..'f;'5170) ' sebagalmana telah d1ubah dengan_.= -

- . 2 R



} '_Undang~Undang Nomor 11 ’I‘ahun 2020 tentang

'Clpta Ketga (Lembaran Negara Repubhk Indonesm_"_ :

S Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Repubhk Indones:a N omor 6573)

L : _Undang—Undang Nomor 23 ’I‘ahun 2014 tentang : 5

' Pemenntahan Daerah_(lgmbarap_Negara Rep:ubhk.' "
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor-:_

o : 5537) Sebagalmana telah dlubah beberapa kall |

dan terakhlr dengan Undang Undang Nomor 12 =

B 'I‘ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan._ |

Perundang—Undangan (Lernbar Negara Repubhk

S Indonesm Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan';";':'-':-:':5"".='

| Lembar Negara Repubhk Indonesm Nomor 5234); 3
Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang _
Perkebunan (Lernbaran Negara Republlk-

B ;‘-‘-;'__Indonesla Tahun 2014 Nomcr 308 Tambahan .

Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor:
'5613) sebagalmana ‘telah . dlubah denga.n_"

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangf-_‘_._

' R Clpta K.erJa (Lembaran Negara Repubhk Indones1a':r_ '
S Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran'i

Negara Republlk Indonesm Nomor- 6573),

S 7. _ Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentangi:'_

s Slstem Bud1 Daya Pertaman Berkelan_]utan-.'.-:' R

| "(Lembaran Negara Repubhk Indones,la Tahun -

2019 Nomor 201, Tambahan I.crnbaran Negara'

~ Republik Indonesia Nomor 6412);

Undang-Undang Nomor 11" Tahun 2020 tentang' = o

| _':Clpta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonema |
- -Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

S 3 Negara Republlk Indones1a Nomor 6573)

Peraturan Pemermtah Nomor 44 Tahun 1995' o
tentang Perbemhan ’I‘anarnan (I.embaran Negara
Repubhk Indone31a Tahun 1995 Nomor 85 .



i _f-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a C T

° . Nomor3616); o RN
] 10 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016?'5

IS 2 _?"_-_tentang Perangkat Daerah’ (I.embaran Negara-_._ R

i Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
. _Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia *

o Nomor 5887), sebagmmana telah diubah dengan'ff B

Peraturan Pemenntah Nomor 72 tahun 2019

o (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun e _.
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara o

_ ‘ Repubhk Indonesia Nomor 6402);. o

| -1‘.1'-.'Peraturan Pemermtah Nomor 26 Tahun 2021'._]7"'.

(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun; , j'-;'

' Repubhk Indonesia Nomor 6638); __
| 12, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .
= Nomor ~Tahun 2016 ‘tentang _U_rusar} S
- Perﬁerintahan _ yaiig menjadl Keﬁvénéngaﬁ o
: Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
| 'Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan .-

) 3 .Susunan Perangkat Daerah, sebaga1mana telah
-dlubah beberapa kall terakhlr dengan: Peraturan_
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomqr 10 Tahun
2021 tentarig-Perubahan Atas Peraturan Daerah '

‘Kabl,:llpaten 'kap‘uasl Hulu Nomor 7 Tahun 2016 -
5 tenténg Pembentukan Perangkét Daefah;
' 14. Peraturan Bupéti:Ka'puas Hulu Ndmo_r-79 Tahun
- 202 1‘:_ téntang‘ Kedudukan, sumn@_ 'Qrgan'isaé_;i',' |

Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

¥ f

4

‘tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah'_ o
Nomor 18 ’I‘ahun 2016 tentang Perangkat Daera.h o

‘:':tentang Penyelenggaraan Bldang Pertanian -~

‘ 2021 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara=-l L

! Tugas dan Fungsi, serta .Tata"-Kexlj}'a Dinas R



3 "'Tligas dan"‘FUi’lgéi Serta Tét’a Keija':Uhit 'Pelaks'ana' SR
RN -._.Tekms Perbemhan, Pemb1b1tan dan Kesehatan

Hewan pada - Dmas Pertaman | dan Pangan'

';Kabupaten Kapuas Hulu, o

© 1 Menetapkan : 'PERATURAN BUPATi' TENTANG PEDOMAN
© DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
- DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU '
i KETENTUAN UMUM

Pa'.sall.l-—f

S Dalam Peraturan Bupatl ini ya_ng dimaksud dengan
RS | 1 Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.. ¥
":::' 2 Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur penyelenggar a.
S Pemenntahan Daerah yang mermmpln pelaksanaan urusan'
= '.'pemerll’lt ahan yang men_]adl kewenangan Pemermtah Kabupaten
- - Kapuas Hulu | S £ |
2 L Bupatl adalah Bupatt Kapuas Hulu _ : o
3 Peraturan Bupatl adalah peraturan Bupatl Kapuas Hulu

5‘:::.-:'_;'3'_Kabupaten Kapuas Hulu . PR .
o Unit Pelaksana Tekms Daerah yang selanJutnya dlsebut UPTD
'adalah _ orgamsasn yang melaksanakan keglatan tekms
o i ..":operasmnal dan/ atau kegaxatan tekms penungang tertentu pada

- _Dmas atau Badan Daerah N N
'.'-;' Umt Pelaksana Tekms Perbemhan, Pemblbltan dan Kesehatan' :

? ?

i 'PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PRODUKSI UNIT "~ =
B :PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN, PEMBIBITAN, R

Dmas adalah Dmas Pertaman dan Pangan Kabupaten Kapuas S

__Kepala Dlnas adalah Kepala Dmas Pertaman dan Pangan _- B

| "_Hewan yang selanJutnya chsmgkat UPT adalah Umt Pelaksana -



2 _Tekms Daerah pada Dlnas Pertanlan dan Pangan Kabupaten
Z_Kapuas Hulu Fore e '. L _' : _
i-ﬁ. Kepala EUPT adalah Kepala Unlt Pelaksana Tekms Perb1n1han
Pemb1b1tan dan Kesehatan Hewan pada Dmas Pertaman dan )

s '3"panga,n Kabupaten Kapuas Hulu

10 B enlh tanaman yang selanjumya d1sebut bemh adalah tanaman
_; .. atau bag1annya yang dlgunakan untuk memperbanyak dan/ atau

A S _. mengembangblakkan tanaman :
e 11, Pen geluaran Beruh adalah kegIatan pemmdahan kepermhhan
By ;:'fbarang dari pemenntah kepada pihak lain yang bertujuan untuk

o ;-:ﬁ'_menyalurkan dan mengantarkan barang hasﬂ produk51 ke_

[P i;;;_'konsumen B .
'._ Penjualan adalah pengahhan kepemlhkan barang rmhk daerah_
S kepada plhak lam dengan menerima penggantlan dalam bentuk
.Hlbah adalah pemberian barang atau - Jasa darl Pemermtah
| ._ _Daerah kepada Pemenntah atau Pemenntah Daerah lamnya,
: Perusahaan Daerah masyarakat dan /atau ; organisasi
R kemasyarakatan bers'.lfat tidak wajib dan tidak menglkat serta
'5 -tuiak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang‘
f;. penyelenggaraan urusan Pemermtah Daerah. :
_.'Kelornpok Masyarakat adalah Lernbaga yang dlbentuk oleh-
;3__' é"'rnas.ym‘a];(at sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan
i i :masyarakat f . |
I :."Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. -

BAB nm |
'MAKSUD DAN TUJUAN j

S _Pasal 2

" Maksud pelaksanaan Pengelolaan Bemh Tanaman Produksi UPT

" adalah  sebagai- _pedoman dalam kegiatan pengeluaraan dan.

pemanfaatan bemh tanaman produksn UPT,

oty



SR "’l‘ujuan pelaksanaan Pengelolaan Bemh ’I‘anarnan Produksu UPT.f e

. z_-:j_;___:adalah R s i A R
a : menyedlakan bemh tanaman unggul bagl masyakarat atau pihak N
i ".__:.;lam yang membutuhkan, s . v
W § b E:merungkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) dan hasﬂ pen_]ualanf' '.

- 5 _gbemh tanaman produk51 UPT '

. BAB m N
RUANG LINGKUP R

i 'ﬁ _Ruang hngkup Peraturan Bupatl 1n1 mehputl :
e as Pengaturan pengeluaran bemh tanaman produks1 UPT

L };-b Pengaturan harga bemh tanaman produksl UPT

c Pengaturan persentase penggunaan hasﬂ penjualan bex_’;ih_
tanaman produks1 UPT : SR o

SR L BABIV T T
'; PENGELUARAN BENIH TANAMAN PRODUKSI UPT R

Pasa15 -

e Pengeluaran bemh tanaman produks1 UP'I‘ dapat dllakukan melalul  : .
a penjua.lan, dan R R : S - -
i =-;b ~hibah. |

L _.Pa_s:alﬁ_ S

i PenJualan SEbagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat

. : : dllakukan untuk memenuhl kebutuhan masyarakat/ InStans; .  .

. _"Pﬁmgrmtah/: Lembaga_ lamnya,




Pasa_l‘?

L '_Hlbah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dlbenkan.-- _
SOy ] kepada T R _ .
:;':a Instan51/ Lembaga Pemenntah . c

o b Badan/ Lembaga/ Orgamsas1 Kemasyarakatan, dan

i '_;.':c Kelompok Tam

: 'Untuk mendapatkan hlbah sebagalmana d1maksud dalam Pasal 7

:-:pemohon harus memenuh1 ketentuan sebagal berikut : .
SREAE ':_:a_._.f ﬁmengajukan permohonan kepada Bupau Kapuas Hulu me1a1u1 '
Dinas/ UPT;dan’ .~ | e '

'.: ?mendapat persetu_]uan/ rekomenda51 melalul Surat Keputusa.n o

Kepala Dmas

KETENTUAN HARGA BENIH TANAMAN PRODUKSI UPT

y :t???sal R

ey _':'__-::Penetapan harga bemh tanaman produks1 UP’I‘ berdasarkan 3enls, s

:ukuran umur dan / atau cara perolehan bemh tanaman |

LY _l :  8 Struktur dan besamya harga bemh tanama_n sebagalmana dlmaksud_':'_:_ -
dalam Pasal 9 dltetapkan melalm Keputusan Bupatl R

pasa.r 11'__'E
_Keputusan Bupat1 sebaga.lmana d1maksud dalam Pasal 10 dapat

S f'f"'_';dlperbaharm secara berkala sesuai kondlsl dan s1tua31 yang ‘ada . ¢

Rh _dengan tetap berpedoman asas manfaat




BABVI

Pasal 12 g .

PERSENTASE PENGGUNAAN I—IASIL PENJUALAN '_ﬁf e L

":'.'ﬁ;. jPersentase penggunaan hasﬂ penjualan bemh tanaman produk51 - |

e UPT d1atur sebagal benkut

o fa 60% (empat puluh persen) sebaga1 Penemnaan Kas Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu dan

lprodukm

.. BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupéti_ini mulal beljlaku pada tanggal diuridangka_n; :ji

: ";.:-';; ?-Agar setlap ‘orang dapat mengetahumya | memennta_hkan

b. '40% (empat puluh persen) untuk bxaya operasmnal dan _]asa SR

Sy :Perundangan Peraturan Bupatl ini dalam Berita Daerah Kabupaten

e -tKapuas I-Iulu

‘ Dltetapkan di Putussxbau

Dlundangkan d1 Putuss1bau .
| mgoal 18 Dnun 092

RAH KABUPATEN KAPUAS|HULU

~ BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR £ | !
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